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Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di dalam kegiatan ekonomi informal dan usaha kecil mempunyai sumbangan yang penting bagi kegiatan ekonomi secara umum maupun bagi ekonomi rumah tangga. Namun demikian, banyak pula yang berpendapat bahwa di dalam kegiatan ekonominya, perempuan pengusaha kecil (PPK) seringkali mendapatkan hambatan yang kemudian menyebabkan rendahnya produktivitas mereka sebagai pelaku ekonomi.  Di dalam dunia usaha dan pekerjaan, hambatan merupakan hal yang biasa. Selain hambatan, ada berbagai risiko yang harus dihadapi oleh mereka yang masuk ke dalam dunia usaha. Oleh karena itu di dalam dunia usaha selalu ada mekanisme, cara, atau institusi yang berfungsi sebagai perangkat sosial ekonomi untuk menghadapi berbagai hambatan dan risiko yang mungkin terjadi. Perangkat-perangkat inilah yang memungkinkan para pelaku ekonomi mampu berjalan terus tanpa suatu kerusakan yang berarti ketika sebuah risiko terwujud, atau suatu hambatan ditemukan.

Namun demikian, pengusaha kecil secara umum dan PPK khususnya, seringkali menghadapi situasi yang berbeda. Seringkali mereka mengalami proses yang telah mendorongnya masuk ke dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu tanpa dilengkapi oleh perangkat-perangkat penanggulangan risiko tersebut. Kondisi seperti itulah yang disebut dengan kondisi rentan​[2]​. Mengapa demikian? Kerentanan yang dihadapi PPK bersumber dari posisi mereka sebagai pelaku ekonomi di dalam sektor yang marginal dan posisi mereka sebagai perempuan di dalam struktur relasi gender yang berlaku. Itu sebabnya, berbagai upaya yang bermaksud untuk memperbaiki dan memperkuat kondisi PPK sering diarahkan kepada upaya untuk menghilangkan, mengurangi, melawan kondisi rentan yang dialami PPK. 

Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan cara untuk memahami kerentanan pengusaha kecil perempuan. Fokus lebih dibatasi pada perempuan pengusaha kecil di dalam kegiatan ekonomi informal atau semi formal. Hal ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa pelaku ekonomi perempuan di dalam kegiatan inilah yang jumlahnya paling banyak. Pembahasan tentang cara-cara yang bisa digunakan untuk memahami kerentanan PPK akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan membahas sejumlah pengertian dan konsep yang bisa digunakan sebagai kerangka acuan untuk memahami isu kerentanan di kalangan PPK. Bagian kedua secara singkat akan menguraikan beberapa pertanyaan yang relevan digunakan untuk mengamati dan mencari informasi yang relevan dengan isu kerentanan. Implikasi praktikal, khususnya implikasi pendekatan ini terhadap upaya pemberdayaan dan pengorganiasian PPK akan dibahas di dalam bagian yang terakhir.


Risiko, Mekanisme Penanggulangan, Kerentanan: Kerangka Konseptual 

Risiko, mekanisme penanggulangan, dan kerentanan merupakan tiga konsep utama yang dapat digunakan untuk memahami persoalan kerentanan. Di bawah ini penulis mencoba untuk menguraikan pengertian masing-masing konsep tersebut. Ketiganya saling berkaitan karena dalam tulisan ini kerentanan akan dilihat sebagai kondisi-kondisi yang dialami individu/kelompok ketika mereka tidak memiliki mekanisme penanggulangan yang memadai untuk menghadapi dan menanggulangi risiko-risiko yang ada dalam kegiatan ekonomi mereka, sehingga mudah jatuh ke keadaan yang lebih buruk.

Risiko 
Kegiatan ekonomi (dan segala kegiatan lainnya dalam kehidupan manusia) selalu mengandung risiko. Besar kecilnya risiko sangat ditentukan oleh banyak hal. Risiko merupakan kejadian (biasanya buruk dan merugikan) yang secara potensial mungkin muncul  pada waktu-waktu tertentu pada masa mendatang. Setiap kegiatan, termasuk kegiatan berusaha selalu mengandung risiko. Bentuk, karakter, dan magnitude risiko-risiko yang mungkin dihadapi sangat tergantung pada jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu/kelompok. Secara empiris ada sejumlah risiko yang biasanya dihadapi oleh pelaku usaha kecil, terutama mereka yang tergolong pelaku-pelaku ekonomi informal.

Diskriminasi merupakan salah satu risiko yang akan dihadapi pengusaha kecil yang masuk ke dalam kegiatan ekonomi informal. Walaupun sekarang sudah banyak orang berpikir bahwa kegiatan ekonomi informal bukanlah sesuatu yang kecil sumbangannya bagi ekonomi Indonesia, di dalam perspektif kebijakan ekonomi yang mementingkan investasi besar, kedudukan mereka masih di nomorduakan. Penomorduaan kedudukan mereka ini sering terwujud dalam perlakuan diskriminatif terhadap mereka.  Dibanding dengan pelaku ekonomi formal yang berskala besar, pelaku usaha kecil sering kali dipersulit aksesnya terhadap modal. Meskipun perkembangan kegiatan dan pelaku ekonomi informal sudah jelas meningkat dengan pesat, upaya untuk membuka peluang bagi, serta memfasilitasi armada pencari nafkah yang sangat besar ini sering disikapi secara diskriminatif oleh berbagai pihak. Para pedagang pisang goreng dilarang berjualan di pelataran sebuah mall, misalnya, sementara McDonald dibiarkan membuka kios-kios pelayanan cepat di pelataran yang sama, bahkan membuka unit kecil penjualan makanan ringan yang sebetulnya juga banyak dijual oleh pedagang kaki lima. Sementara usaha-usaha formal besar bisa duduk dengan nikmat melakukan usahanya di tempat-tempat yang sangat strategis, mereka yang bergerak dalam ekonomi informal harus terus menerus memasang mata dan telinga untuk mendapatkan informasi kapan penggusuran akan dilakukan terhadap lokasi usaha mereka (dan juga tempat tinggal mereka). Seringkali penggusuran dilakukan dengan alasan bahwa lokasi yang digunakan pedagang kaki lima adalah ruang-ruang-ruang publik (atau milik swasta) yang telah diserobot. Tetapi penyerobotan sebetulnya dapat juga dilihat sebagai akibat dari perwujudan kecilnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan armada pelaku ekonomi kecil yang semakin lama semakin besar jumlahnya. Penggusuran juga bisa dilihat sebagai bentuk tindakan diskriminatif karena mereka yang kecil (tapi banyak) dipaksa mengalah pada kepentingan kegiatan usaha yang lebih besar dan resmi. Contoh kecil dari berbagai diskriminasi yang kerap dialami pengusaha kecil merupakan risiko-risiko yang kemungkinan besar harus dihadapi oleh pengusaha kecil yang masuk ke dalam kegiatan ekonomi informal

Diskriminasi biasanya juga disertai dengan eksploitasi. Ancaman eksploitasi dari berbagai pihak merupakan sebuah risiko lainnya yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh pelaku usaha kecil. Walau di satu pihak mereka kurang didukung oleh pemerintah/penguasa, di lain pihak himpunan pengusaha kecil informal ini merupakan pihak yang sering dipaksa untuk memberikan dukungan sosial, ekonomi, politik melalui berbagai mekanisme rumit dan canggih. Sudah menjadi menjadi kenyataan umum bahwa usaha kecil dan pelaku ekonomi informal merupakan sasaran pemalakan ‘liar’ yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dalam kegiatan sehari-hari ada preman-preman amatir yang secara reguler minta disediakan rokok, makan-minum gratis dsb. Di samping itu ada juga yang disebut ‘koordinator-koordinator’ lokal yang mengambil pungutan untuk keamanan dan kebersihan. Kerap kali apa yang disebut ‘koordinator’ lokal bukanlah sebuah unit yang otonom. Mereka hanya kepanjangan tangan dari pihak-pihak yang berada dalam posisi yang lebih tinggi (dan juga formal), seperti kepala stasiun atau terminal, pensiunan TNI, camat, lurah, oknum dari elemen pemuda pada sebuah partai politik  tertentu dsb.  Keseluruhan jaringan pungutan itu dapat dilihat sebagai mekanisme ekstraksi ‘uang receh’ yang akumulasinya akan  menjadi sumber daya signifikan untuk mendukung kesejahteraan pihak-pihak yang kebanyakan sudah mendapatkan nafkahnya dari kegiatan ekonomi formal dan terhormat. Eksploitasi melalui ekstraksi berantai itu dimungkinkan karena karena ada konsep ampuh (yang sudah mantap hadir dalam wacana publik) yang digunakan untuk mendeskripsikan prilaku ekonomi pengusaha kecil sebagai ‘kegiatan ekonomi yang beroperasi di luar peraturan resmi/hukum’. Oleh petugas hukum, pengawas tata-tertib, dan berbagai pihak lain yang mempunyai kekuasaan, peraturan tidak digunakan untuk menertibkan mereka tetapi dipakai sebagai landasan untuk ‘menghukum’ mereka jika tidak bersedia memberikan apa yang diminta (dalam ha ini uang receh, kepatuhan, dan dukungan politik). Bagi pelaku ekonomi usaha kecil perlakuan seperti ini terpaksa diterima bukan hanya karena ancaman hukum itu bisa diwujudkan oleh berbagai pihak, tapi juga karena mereka mendapatkan jaminan (sementara) keamanan, kesempatan mendapatkan lokasi usaha, bahkan juga dukungan modal dari para ekstraktor tersebut. Pengertian ekspolitasi terletak pada kenyataan bahwa apa yang mereka peroleh biasanya lebih sedikit dari apa yang mereka harus berikan.

Risiko eksploitasi tidak hanya datang dari pihak-pihak eksternal, tapi juga terjadi di dalam struktur mata rantai kegiatan usaha di mana pengusaha kecil terlibat (Widyaningrum dkk, 2003; Akatiga, 1999). Eksploitasi dari pelaku-pelaku ekonomi di tingkat yang lebih tinggi terwujud dalam praktek-praktek di mana mereka dapat mengembangkan mekanisme hubungan perdagangan yang memungkinkan dikeruknya sebagian keuntungan yang seharusnya dinikmati pengusaha kecil. Besarnya keuntungan yang diperoleh pelaku yang lebih kuat pada gilirannya telah mengakibatkan lemahnya modal dan akumulasi modal di pihak usaha kecil. Hambatan akumulasi modal tidak hanya menyebabkan kemampuan pengusaha kecil sulit berkembang, tapi tidak jarang menyebabkan kebangkrutan ketika berbagai risiko lainnya terjadi pada diri mereka.

Lonjakan harga, terutama harga bahan baku, juga merupakan risiko yang mungkin dialami oleh pengusaha kecil. Hal ini terutama disebabkan karena umumnya mereka merupakan salah satu matarantai produksi yang input bahan bakunya tidak dapat mereka kontrol dengan baik karena diporduksi oleh pihak-pihak lain yang beroperasi ribuan kilometer dari tempat mereka berusaha. Perwujudan risiko seperti ini terutama sangat kentara ketika krisis ekonomi terjadi.

Terserapnya modal untuk kebutuhan rumah tangga/konsumtif. Kecilnya penghasilan dari kegiatan usaha dibanding pengeluaran yang dibutuhkan untuk keperluan hidup rumah tangga/keluarga merupakan kenyataan yang telah mendorong pelaku usaha kecil masuk dalam situasi yang rawan. Musibah kematian, gangguan kesehatan, bahkan peristiwa normal yang terjadi secara berkala seperti saat pembayaran uang pangkal sekolah anak dsb, merupakan kebutuhan yang dapat menggerogoti modal kegiatan usaha.  Masuknya para pengusaha kecil ke dalam kegiatan ekonomi yang “besar pasak daripada tiang” telah  menyebabkan mereka masuk ke dalam kegiatan ekonomi di mana musibah dan kebutuhan rumah tangga berdampak signifikan terhadap proses  ‘pengeringan’ modal menjadi risiko yang hampir pasti terjadi pada masa-masa mendatang..

Eksploitasi dan diskriminasi berbasiskan gender. Basis eksploitasi dan diskriminasi yang dilakukan terhadap usaha kecil umumnya bersumber dari posisi mereka sebagai pelaku ekonomi yang tergolong lemah dan beroperasi di luar jalur hukum. Hal itu dialami oleh pengusaha kecil pada umumnya. Namun demikian, ketika fokus perhatian kita secara khusus diarahkan pada perempuan pengusaha kecil (PPK), selain posisi ekonomi, basis diskriminasi dan eksploitasi juga didasarkan pada kedudukannya sebagai perempuan dalam struktur relasi gender yang berlaku.  Bentuk-bentuk eksploitasi dan diskriminasi berbasiskan gender ini merupakan tambahan risiko yang dihadapi oleh PPK. Eksploitasi dan diskriminasi berbasiskan gender ini merupakan risiko yang tidak hanya dijumpai PPK di dalam dunia usaha dan kerja tetapi juga dalam berbagai bidang kegiatan lainnya yang berlangsung di dalam rumah tangga dan maupun komuniti​[3]​. Eratnya kaitan antara—dan tumpang tindihnya—bidang-bidang kegiatan yang dimasuki oleh PPK telah menyebabkan efek eksploitasi dan diskriminasi gender merupakan sesuatu yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya dan karenanya tidak bisa dilihat secara terpisah-pisah. 

Mekanisme Penanggulangan dan Sumber Daya 
Pelaku ekonomi dapat menggunakan segala sumber daya dan strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadi atau terwujudnya risiko-risiko yang ada. Mereka yang memiliki sumber daya cukup biasanya memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai strategi yang fungsi utamanya adalah untuk menghindari dampak buruk dari sebuah risiko, bahkan menghindari risiko itu sendiri. 

Namun demikian, mereka yang sumberdayanya terbatas, kerap tidak dapat menghindar dari risiko-risiko yang ada di dalam sebuah kegiatan usaha. Oleh karenanya mereka memerlukan strategi untuk menghadapi atau menjalani risiko yang terjadi. Strategi seperti itu sering disebut dengan istilah coping mechanism (mekanisme penanggulangan). Mekanisme penanggulangan merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menggambarkan berbagai cara yang dapat dilakukan oleh individu/kelompok dalam menghadapi kondisi tertentu. Cara-cara ini biasanya berisi alternatif-alternatif kegiatan (disamping kegiatan ekonomi yang utama) yang bisa mendatangkan penghasilan alternatif ketika ada kejadian (risiko) yang mengganggu kegiatan ekonomi yang utama. 

Di kalangan mereka yang miskin sekali (mungkin juga di semua kalangan), ada beragam coping mechanism (kerja serabutan misalnya). Ini dilakukan bukan sebagai alternatif kegiatan utama, tetapi masing-masing kegiatan ekonomi mempunyai status yang relatif sejajar yang dalam keadaan ‘normal’pun harus dilakukan secara silih berganti. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh individu atau kelompok masyarakat yang, melalui proses tertentu, (secara sukarela, terpaksa, maupun dipaksa) telah terseret kedalam suatu situasi di mana mereka tidak bisa menggunakan hanya satu jenis pekerjaan/kegiatan ekonomi yang cukup stabil yang dapat memberikan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Kemampuan individu/kelompok untuk secara efektif menghadapi risiko yang akan terjadi sangat tergantung pada sumber daya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan bentuk-bentuk coping mechanism tertentu. Dalam kasus-kasus pengusaha kecil ada beberapa sumber daya yang penting artinya bagi kemampuan mereka menghindari/menghadapi risiko tertentu. Tabungan uang, barang, tanah, dan ternak merupakan salah satu sumber daya penting. Bagi pengusaha kecil yang tergolong miskin, walaupun demikian, berbagai bentuk simpanan ini biasanya ada dalam jumlah yang sangat terbatas, atau tidak ada sama sekali. Besarnya modal juga merupakan sumberdaya penting, terutama dalam menghadapi risiko-risiko usaha seperti kerugian, berkurangnya pembeli, mahalnya input dsb. Tersedianya—dan dapat diaksesnya—keanekaragaman kegiatan ekonomi dan pekerjaan upahan juga merupakan sumberdaya penting bagi pengusaha kecil untuk menanggulangi berbagai gangguan pada kegiatan usahanya.  Adanya institusi-institusi dan adanya peluang untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya dan pelayanan yang diberikan oleh institusi-institusi tersebut merupakan sumber daya lainnya yang memungkinkan mereka menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Terakhir, dan mungkin yang paling penting di kalangan pengusaha kecil adalah jaringan sosial yang mereka miliki. Melalui jaringan-jaringan seperti ini (jaringan kekerabatan, pertetanggan, pertemanan, patron-klien dsb) pertukaran barang, jasa, dan uang dapat diaktifkan dalam rangka menanggulangi risiko-risiko tertentu. 

Kerentanan 
Kerentanan mengacu kepada dua situasi yang dialami oleh sekelompok orang. Pertama, istilah kerentanan dapat mengacu kepada sebuah situasi di mana sekelompok orang tidak mempunyai strategi dan sumber daya yang memadai untuk menghindari sejumlah risiko yang mungkin terjadi dari sebuah kegiatan. Dengan kata lain, mereka (secara sukarela, terpaksa, maupun dipaksa) telah memasuki sebuah kegiatan tanpa dilengkapi oleh perangkat yang memungkinkan mereka menghindari risiko yang inheren di dalam kegiatan yang bersangkutan. Kedua, konsep kerentanan juga berkaitan dengan kualitas dan efektivitas perangkat yang dimiliki sekelompok orang untuk secara efektif dapat menghadapi risiko-risiko yang ada di dalam sebuah kegiatan. Dalam pengertian ini, sekelompok orang dinyatakan sebagai kelompok rentan bila mereka tidak dilengkapi dengan perangkat coping mechanism yang memungkinkan mereka dapat menghadapi risiko yang terjadi pada masa kini tanpa mengurangi kapasitas coping mechanism dan sumber daya kehidupan mereka untuk masa mendatang. Bila risiko yang terjadi sekarang tidak dapat dihadapi dengan baik, maka pada masa mendatang bukan hanya mereka menjadi semakin rendah kapasitasnya untuk menghadapi risiko yang sama, tapi jumlah risiko yang mungkin mereka alami pada masa mendatang juga semakin banyak dibanding masa lalu. Bila risiko-risiko yang ada itu terwujud dan perangkat coping yang dimiliki tidak efeketif, ada beberapa kecenderungan kemungkinan yang secara empiris sering ditemui dalam kasus-kasus kegiatan ekonomi PPK. 

Terwujudnya risiko-risiko tersebut secara potensial dapat mengakibatkan berkurang atau menurunnya kualitas dan kuantitas berbagai sumber daya yang diperlukan oleh perangkat coping mechanism yang mereka miliki. Tabungan dan modal bisa terkikis tanpa dapat dikembalikan ke keadaan semula dalam waktu yang cepat. Masa pemulihan yang biasanya cukup lama akan mengakibatkan individu atau kelompok yang bersangkutan menjadi semakin rentan terhadap berbagai risiko yang akan dijumpai pada masa mendatang. 

Berkurangnya tabungan dan modal seringkali mendorong PPK dalam hubungan hutang-piutang. Namun demikian, penurunan aset dan modal yang terus menerus terjadi akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan pihak-pihak pemberi pinjaman di dalam jaringan sosial yang bersangkutan dan dalam jangka panjang dapat mengurangi kemampuan pihak-pihak pemberi pinjaman untuk mendukung PPK. Perselisihan dan konflik yang sering timbul akibat urusan utang piutang juga membuka peluang menurunnya kualitas hubungan sosial antara seseorang dengan berbagai pihak yang ada dalam jaringan sosialnya. Pertengkaran ini ada kalanya juga mengurangi jumlah jaringan sumber daya pendukung karena putusnya hubungan. Dalam banyak kasus keterlibatan dalam urusan utang piutang akan membawa PPK kedalam situasi ketergantungan yang pada gilirannya membuat mereka semakin rentan terhadap eksploitasi yang mungkin dilakukan atas dasar hutang yang terlalu besar. 

Walaupun mungkin di dalam komuniti atau lingkungan usaha selalu ada institusi-institusi yang dapat mendukung pelaku usaha yang terkena musibah, kesulitan yang terjadi secara berkesinambungan di pihak PPK akan menyebabkan kredibilitas mereka menurun dan peluang untuk mengakses sumber daya dari institusi-institusi seperti itu juga mengecil. Efek keseluruhan dari guncangan dan musibah yang terjadi pada kelompok rentan adalah menurunnya kualitas hidup, berkurangnya kemampuan untuk menghadapi berbagai guncangan, dan (dalam kurun waktu yang cukup panjang) akan menyebabkan tingkatan kehidupan dan kemiskinan yang lebih rendah bagi generasi penerusnya.






Berdasarkan beberapa konsep di atas, salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memahami kerentanan PPK adalah berupaya untuk menjawab dua hal besar : (a) seperti apa bentuk dan karakter kerentanan PPK dan (b) dari mana sumber kerentanan itu berasal, dan (c) melalui proses-proses seperti apa di dalam sejarah mereka sumber-sumber kerentanan itu terbentuk dan direproduksi.
 
Bentuk dan Karakter Kerentanan PPK
Pada prinsipnya bagian ini memusatkan perhatian pada kegiatan ekonomi tertentu yang dilakukan oleh individu atau kelompok PPK, bentuk-bentuk risiko yang mungkin dan telah terjadi dari kegiatan yang bersangkutan, bentuk-bentuk respons untuk menghadapi risiko tersebut, dan hasil respons tersebut (implikasi respons terhadap kondisi individu maupun kelompok PPK).

Gambaran tentang bentuk dan karakter kerentanan ini dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, hal itu bisa diperoleh dengan memperhatikan kasus-kasus yang terjadi pada PPK, baik sebagai individu maupun kelompok. Secara spesifik perhatian bisa diberikan kepada pengalaman-pengalaman PPK menghadapi kendala, kesulitan, dan musibah yang sudah terjadi di dalam kegiatan usahanya dan di dalam kehidupan rumah tangga (yang kemudian punya dampak terhadap kegiatan usaha). Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada  apa yang terjadi setelah sebuah kendala, risiko, musibah dsb terjadi, khususnya apa yang terjadi dengan kegiatan dan kemampuan usaha, apa yang terjadi dengan income, dengan kehidupan dalam rumah tangga, dan dengan keberadaan individu maupun kelompok PPK yang bersangkutan di dalam kehidupan di tingkat komuniti. 

Kedua,  gambaran tentang kerentanan juga dapat diperoleh dari refleksi dan pandangan-pandangan subyektif mereka yang mengalaminya, bagaimana mereka melihat atau menginterpretasi berbagai peristiwa, musibah, kendala, kesulitan yang telah terjadi pada masa lalu; bagaimana evaluasi mereka tentang kondisi yang ada sekarang (apa akibat dari terwujudnya risiko tertentu bagi kondisi kehidupan dan usaha yang ada pada masa kini); dan peluang, hambatan serta risiko apa yang mungkin terjadi pada masa datang sebagai akibat dari kondisi mereka  sekarang.

Pengamatan dan penggalian data tentang hal-hal tersebut di atas akan menghasilkan deskripsi dan analisis yang dapat digunakan untuk melihat karakter kerentanan yang dialami PPK dalam kegiatan-kegiatan tertentu.  Bentuk dan karakter kerentanan itu dapat dilihat dari sejauh mana risiko-risiko yang terjadi telah (a) menyebabkan menurunnya kondisi dan kualitas hidup, (b) menyebabkan menurunnya kemampuan berusaha, (c) menyebabkan berkurangnya sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi berbagai risiko, (d) mengakibatkan menurunnya kemampuan untuk menghadapi risiko-risiko yang mungkin pada masa mendatang akan terjadi lagi; dan (e) telah memperbanyak jumlah risiko yang potensial dihadapi pada masa mendatang.

Sumber Kerentanan PPK
Proses yang dilakukan di bagian sebelumnya akan membawa kita kepada pemahaman tentang kondisi kerentanan yang dialami PPK, tapi belum sampai pada hal-hal yang telah menyebabkan PPK bisa sampai ke dalam kondisi rentan seperti itu. Fokus kepada Sumber kerentanan merupakan sebuah cara untuk mendapatkan gambaran tengan lokasi sumber-sumber tersebut di dalam konteks kehidupan rumah tangga, komuniti, dan dunia kerja. Pembahasan tidak hanya dibatasi pada berbagai faktor yang menjadi penyebab dari kondisi rentan yang dialami PPK, tetapi  juga di mana faktor-faktor itu bercokol. 

Untuk itu perhatian bisa diarahkan kepada dua hal. Pertama, pada pola-pola relasi gender di dalam konteks kegiatan ekonomi, rumah tangga, dan komuniti​[4]​. Risiko terjadinya eksploitasi dan diskriminasi gender bersumber dan mendapatkan justifikasi dari norma-norma kolektif yang mengatur peran, kedudukan, interaksi, pembagian kerja dan citra mengenai perempuan dan laki-laki. Walau sering tampak sebagai sesuatu yang alamiah (karena perbedaan biologis = perbedaan alami) berbagai pembedaan dan perbedaan antara kedua jenis kelamin ini dalam kenyataannya lebih merupakan hasil konstruksi-konstruksi sosial yang berkembang sepanjang proses sejarah masyarakat itu sendiri. 

Karena perempuan dan laki-laki terlibat di dalam hampir semua bidang kegiatan, maka norma-norma yang mengatur eksistensi dan interaksi mereka juga diberlakukan di berbagai bidang kegiatan yang bersangkutan. Bahkan di dalam sejumlah kegiatan di mana wanita (atau pria) tidak (boleh) terlibat, ketidak-terlibatan ini juga merupakan hasil dari beroperasinya norma dan konsepsi tentang gender. 

Namun demikian, persoalan eksploitasi dan diskriminasi gender akan tampak kabur bila kita hanya mendasarkan pengamatan pada norma-norma yang ada. Analisis seperti itu akan hanya memperlihatkan perbedaan dan pembedaan yang tampil normal karena sudah berlaku lama di dalam adat istiadat masyarakat setempat. Eksploitasi dan diskriminasi akan tampak lebih jelas apabila hubungan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kegiatan juga dilihat sebagai hubungan-hubungan kekuatan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Dilihat melalui perspektif itu, perbedaan dan pembedaan antara pria dan wanita tidak hanya berkaitan dengan status, peran, citra dsb, tetapi juga berkaitan dengan pembedaan dan perbedaan kekuatan di antara mereka dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya (dan proses pemberian makna) yang diperlukan untuk masing-masing kepentingan yang spesifik di anatara perempuan dan laki-laki. 

Perhatian pada hubungan kekuatan di antara pria dan wanita akan membawa kita kepada pemahaman tentang hierarki dan ketidak seimbangan kekuatan yang mengakibatkan  ketidak-adilan gender di dalam hubungan-hubungan antara pria dan wanita. Dinamika di dalam sejarah perjalanan masyarakatlah (di samping perbedaan kemampuan yang disebabkan oleh kondisi biologis yang berbeda) yang telah menyebabkan ketidak adilan itu dalam kenyataannya lebih sering merugikan wanita ketimbang laki-laki. Ketidak-seimbangan kekuatan di dalam struktur relasi gender merupakan situasi yang memungkinkan eksploitasi terhadap perempuan/PPK terjadi. Sementara itu, konstruksi-konstruksi sosial yang berisi pembedaan dan perbedaan antar pria dan wanita telah menyediakan berbagai justifikasi yang siap dioperasikan ketika diskriminasi terhadap perempuan di dalam berbagai bidang kegiatan memerlukan perangkat justifikasi yang syah. Dapatlah dikatakan bahwa semakin besar ketidak-seimbangan kekuatan di dalam strutur relasi gender yang berlaku, maka semakin rentan  PPK terhadap risiko-risiko diskriminasi dan eksploitasi berbasis gender.

Hal kedua yang menjadi sumber penyebab kondisi kerentanan PPK adalah berbagai intervensi dari pihak eksternal ke dalam dunia usaha, kehidupan komuniti, dan rumah tangga. Dampak negatif berbagai intervensi pihak luar dalam membentuk kondisi kerentanan perempuan dan PPK sudah relatif banyak diteliti dan dianalisis. Untuk kepentingan PPK, pengamatan dan analisis terhadap berbagai intervensi yang ada tetap penting dilakukan untuk melihat sejauh mana intervensi yang dilakukan berbagai pihak (termasuk LSM) telah menghilangkan, mengurangi, memperbesar, atau mengukuhkan berbagai ketidakseimbangan hubungan kekuatan di dalam struktur relasi gender dan ekonomi yang selama ini menjadi sumber dari kerentanan PPK.

Pembentukan dan reproduksi sumber kerentanan
Pembentukan dan reproduksi sumber-sumber kerentanan dapat dikaji dengan menyelidiki sejarah kehidupan individu, keluarga, dan komuniti. Walaupun peristiwa dan proses sejarah yang secara berkesinambungan telah membentuk dan mereproduksi sumber-sumber kerentanan berkaitan dengan sejarah di level makro hingga mikro, fokus utama dalam upaya ini dapat diarahkan kepada berbagai proses (makro-mikro) yang memungkinkan terbentuk dan direproduksinya ketidakseimbangan kekuatan dan ketidakadilan di dalam pola-pola relasi gender dan ekonomi yang menjadi latar belakang dan konteks kehidupan PPK.





Kerangka konseptual dan strategi analisis terhadap kerentanan PPK yang diuraikan di atas dapat digunakan untuk memahami bentuk, sumber, dan proses pembentukan kerentanan yang dialami oleh PPK. Namun demikian, pendekatan di atas secara sadar juga dikemukakan dalam rangka membangun tindakan kongkrit yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan signifikan di dalam kehidupan PPK.
Perhatian terhadap kemampuan kelompok rentan menghadapi dan menyiasati risiko serta perhatian kepada proses-proses sejarah lokal dan pengaruh makro (nasional, global) yang  membentuk kondisi kerentanan perempuan merupakan perwujudan dari keberpihakan strategi analisis ini  kepada kelompok yang bersangkutan (bukan hanya sekedar mencoba mendeskripsikan dan memahami struktur kerentanan itu sendiri). 
Perhatian kepada kemampuan kelompok rentan menyiasati risiko-risiko usaha dan hidup (ketimbang hanya pada bentuk-bentuk penderitaannya), memungkinkan kita memikirkan kemampuan mereka untuk melawan sebab-sebab kerentanan dan dapat memrakarsai inisiatif pemberdayaan dari kemampuan yang mereka miliki (bukan menawarkan hal-hal baru yang tidak sensitif terhadap gender inequality). 
Perhatian kepada sejarah lokal dan pengaruh global yang membentuk kondisi kerentanan, berikut berbagai konstruksi sosial budaya yang mendukung gender inequality, memungkinkan kita dan kelompok PPK mulai membangun kesadaran tentang kondisi mereka, tentang kemungkinan (dan juga batas-batas kemampuan) untuk mengubah kondisi yang tidak alamiah (dan merugikan) itu, dan tentang kemungkinan untuk merubah struktur ketidak seimbangan kekuatan yang menjadi sumber dari kerentanan itu sendiri.
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^1	  	Peneliti Yayasan AKATIGA
^2	  	Definisi konseptual-teoretik untuk istilah rentan atau kerentanan akan dibahas dalam bagian lebih lanjut tulisan ini. Secara kebahasaan, artinya adalah “mudah terkena penyakit atau menerima beban” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989); atau “open/exposed to attack or damage” (Webster’s Collegiate Dictionary, 1985; Oxford Advanced Dictionary, 1985). Jadi kerentanan PPK adalah keadaan mereka yang mudah jatuh ke situasi yang lebih buruk.
^3	  	Lihat a.l Hetifah Sjaifudian (1994) untuk kasus perempuan yang bekerja dalam usaha rumah tangga; Sugiah Machfud, dkk (1994) untuk kasus PPK, khususnya para perempuan yang belum atau (sudah) tidak bersuami.
^4	  	Ketiganya perlu didefinisikan dengan jelas. Ketiganya juga hanya dipisahkan untuk kepentingan analisis tetapi harus dilihat sebagai sesuatu yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan lainnya.
